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Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (At  Taubah :105).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema 

Risalah Press, 1992), hlm. 298. 
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ABSTRAK 

Moh. Anwari, Dampak Supervisi Internal dan Eksternal Terhadap Kompetensi 
Pedagogik Guru (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta). Tesis, 
Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

Supervisi Akademik yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas  sekolah 
merpakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru 
dalam menjalankan tugas-tugasnya, agar dapat menggunakan pengetahuan dan 
kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua siswa 
dan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. 

Penelitian ini bertujuan: 1) Mendiskripsikan pelaksanaan supervisi internal 
dan eksternal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, 2) Mendiskripsikan faktor-
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi Internal dan Eksternal di 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, 3) Mendiskripsikan dampak supervisi internal 
dan eksternal terhadap kompetensi pedagogik guru di SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan, 
menuturkan, dan menafsirkan data yang ada dan menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan 
data tersebut bersifat pernyataan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan trianggulasi. Menetapkan 
keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi data, yaitu 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan dari berbagai sumber di 
luar data tersebut sebagai bahan perbandingan. Informan dalam penelitian ini 
adalah Kepala SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Pengawas sekolah, Wakasek 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakata, dan guru SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Dari hasil penelitian ini,  maka  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut :  (1) 
pelaksanaan supervisi internal berjalan dengan baik dengan menerapkan model 
supervisi klinis dan artistik, teknik supervisi pemeriksaan persiapan sebelum 
mengajar, teknik kunjungan kelas atau observasi kelas, pertemuan individu dan 
teknik rapat rutin guru, sedang supervisi eksternal belum berjalan dengan 
maksimal; (2) faktor penghambatnya adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah 
memiliki kompleksitas dan beban tugas yang berat serta padatnya waktu yang 
dimiliki dan beberapa guru yang masih belum memahami akan pentingnya 
supervisi; faktor pendukungnya adalah komitmen kepala sekolah dan guru semakin 
baik, kebijakan kepala sekolah, komunikasi dan kerjasama antara guru, kepala 
sekolah dan pengawas terbangun dengan baik, telah terbangunnya budaya tertib 
andministrasi dan tertib sekolah, dan sarana prasarana yang memadai; (3) supervisi 
internal dan eksternal yang dilaksanakan secara efektif memberikan dampak positif 
terhadap kompetensi pedagogik guru.  

 
Kata Kunci : Supervisi Internal, Supervisi Eksternal, Kompetensi Pedagogik 
Guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan 

akan selalu berubah dan berkembang secara baik seiring dengan perubahan 

jaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tidak 

jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut 

kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi 

kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya 

perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan 

tuntutan kehidupan masyarakat.1  

Upaya perbaikan mutu pendidikan setidaknya harus menyentuh perbaikan 

pada berbagai komponen, seperti kurikulum dan materi pembelajarannya, guru 

dan tenaga pendidikan lainnya, sarana dan prasarana penunjang, proses belajar 

mengajar, sistem penilaian, bimbingan kepada siswa; dan pengelolaan program 

pendidikan di sekolah. Perbaikan itu seyogyanya dilaksanakan secara 

menyeluruh dan serempak, namun penanganan serempak terhadap semua 

komponen itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin dilaksanakan. Karena itu, 

upaya perbaikan secara bertahap dilakukan pada komponen tertentu yang 

dipandang paling strategis untuk diprioritaskan. 

                                                           
1 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hlm. 1. 
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Komponen yang paling strategis dan sistematik di antara komponen-

komponen yang dikemukakan di atas adalah komponen guru, terutama yang 

berkaitan dengan kinerja dalam menampilkan kompetensinya. Guru 

memegang peran mendasar yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

pasal 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesioal dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.2 

Menyadari posisi yang sangat strategis, berbagai upaya peningkatan mutu 

guru terus dilakukan oleh pemerintah. Jalur-jalur peningkatan mutu guru 

dikembangkan baik jalur pendidikan dalam jabatan maupun jalur pendidikan 

pra jabatan sehingga akan tersedia guru yang berkualitas dan profesional. 

Sebagai tenaga profesional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.3  

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas 

dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal  yang akan membawa 

dampak pada perubahaan kinerja guru. Kinerja guru sangat penting untuk 

diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengemban tugas profesional, tugas-

tugas yang hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh 

                                                           
2 Tutik Rachmawati dan Daryanto, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kriditnya, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), hlm. 45 
3 Undang-undang Nomer 14 Tahun  2005 tentang guru dan Dosen pasal 8. 
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melalui program pendidikan. Guru memiliki tanggungjawab dan tugas utama, 

yaitu: membuat program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi, melaksanakan analisis hasil belajar siswa, 

melaksanakan perbaikan, remedial, dan pengayaan. Tidak semua guru mampu 

melaksanakan tugas utama itu. 

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak semua guru memiliki 

kinerja yang dipersyaratkan profesi guru secara ideal. Dalam kenyataan masih 

banyak dijumpai guru dengan kinerja minimal apalagi bagi guru-guru yang 

baru mulai melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik disekolah. Demikian 

pula halnya dengan guru-guru senior ada kecenderungan dalam melaksanakan 

tugas terkesan monoton, membosankan dan kurang melakukan kreatifitas serta 

inovasi baru dalam pembelajaran sehingga banyak ditemukan kegiatan 

pembelajaran guru lebih aktif dibandingkan peserta didik. 

Menurut Akadum dalam Tutik Rachmawati dan Daryanto menyatakan 

bahwa ada lima penyebab rendahnya kinerja guru, antara lain : masih banyak 

guru yang tidak menekuni profesinya secara total, rentan dan rendahnya 

kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan, pengakuan 

terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan 

kebijakan dan pihak-pihak terlibat, masih terjadinya perbedaan pendapat 

tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, dan belum 

berfungsinya secara maksimal PGRI sebagai organisasi yang meningkatkan 

profesionalisme anggotanya.4 

                                                           
4 Tutik, Penilaian Kinerja Profesi Guru …….., hlm. 25 
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Kekurangan dan kelemahan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pendidik dan pengajar bukan tidak disadari oleh yang bersangkutan. Karena itu 

guru membutuhkan bantuan dan pertolongan dalam rangka pemecahan 

masalah pembelajaran yang dihadapai dan bagaimana meningkatkan 

kompetensinya. 

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai tanggungjawab 

untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran 

di sekolah serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kamajuan 

dan perkembangan sekolah.5  Kepala sekolah berperan memandu, menuntun, 

membimbing, membangun, memberi dan memotivasi kerja, mengemudikan 

organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi atau 

pengawasan yang efisien dengan ketentuan waktu dan perencanaan.6  

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah membantu, mendorong 

dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar dapat 

memberikan pengembangan berbagai pengalaman, pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan guru dan proses pembelajaran yang dilakukan oeh guru tersebut 

harus dibantu secara professional sehingga guru dapat berkembang dalam 

pekerjaannya yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar 

mengajar.  

       Persoalan-persoalan yang muncul di lapangan yang dihadapi pendidik dan 

tenaga kependidikan, diupayakan diatasi seketika dengan bimbingan maupun 

                                                           
5 Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 1. 
6 Hendiyat Sutomo, Wacty Suemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1984), hlm. 1. 



5 
 

5 
 

koreksi kepala sekolah tidak semata-mata bersifat birokratis, tetapi bersifat 

klinis (pembinaan teknis edukatif). Mengingat lingkup tugas kepala sekolah 

sebagai supervisor mencakup berbagai aspek, maka diperlukan pula 

pengetahuan dan wawasan yang cukup luas.7 

Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah antara lain bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga diharapkan dapat memenuhi misi pengajaran yang diembannya atau 

memenuhi misi dari pendidikan nasional dalam lingkup yang lebih luas.  

Sebagaimana kita ketahui masalah profesi guru dalam mengemban kegiatan 

belajar mengajar akan terus berlanjut dan bantuan supervisi kepala sekolah 

penting dalam mengembangkan profesional guru dalam melaksanakan 

tugasnya secara maksimal. 

Kepala sekolah memiliki peran strategis untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak 

hanya bertindak sebagai pemimpin pembelajaran, tetapi lebih dari itu ia adalah 

pemimpin seluruh fungsi-fungsi kepemimpinan dalam suatu sekolah seperti 

perencanaan, pembinaan karier, koordinasi dan evaluasi.8 Apalagi di era 

desentralisasi sekarang ini, kepemimpinan lembaga pendidikan dijalankan 

secara otonom yang memberikan keleluasaan kepada kepala sekolah untuk 

mengelola lembaga pendidikan yang dipimpinya sesuai dengan visi 

kepemimpinannya. Kepala sekolah sebagai supervisor yang baik harus 

                                                           
7 Nick owel, dkk, Teknik mengembangkan Guru dan Siswa, Buku Panduan untuk penilik 

Sekolah Dasar,(Jakarta:  1995), hlm. vii. 
8 Burhanuddin,  Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam era Otonomi Pendidikan, (Malang: 

Jornal al Harokah vol. 63, No. 1, Januari-April 2006), hlm. 19-20. 
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memiliki kompetensi yang memadai sehingga mampu merencanakan apa yang 

akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan problematika yang terjadi di 

kalangan guru yang dipimpinnya secara kooperatif dan saling bekerja sama 

dalam menyesuaikan rencana dan situasi baru yang timbul. 

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas 

kompetensi guru, suatu lembaga pendidikan  juga membutuhkan peran serta 

pengawas sekolah. Kegiatan supervisi yang dilakukan pengawas sekolah 

dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan 

lainnya. Tujuannya, meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. 

Pengawas sekolah memiliki kewajiban dan tugas pokoknya yaitu 

melaksanakan kegiatan kepengawasan di sekolah binaannya, baik bagi 

kepengawasan manajerial, maupun kepengawasan akademik. Kepengawasan 

manajerial dan kepengawasan akademik merupakan penerapan standar 

nasional pendidikan, yaitu serangkaian proses meningkatkan penjaminan mutu 

pendidikan nasional. Tujuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, agar dapat 

bersaing secara kompetitif dalam percaturan dinamika kehidupan, baik secara 

lokal, regional, dan bahkan internasional. 

Kepengawasan dalam pendidikan merupakan keniscayaan, sebagaimana 

diamanahi dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru 

pada pasal 15 ayat 4 dinyatakan bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan 
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kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial.9 Pengawasan 

sekolah juga bagian yang tak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan secara 

keseluruhan. Sebab kepengawasan sekolah pada intinya berperan aktif dalam 

mengawal proses pendidikan, agar sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan 

dan perencaaan di dalamnya.10 

Pengawasan pendidikan diarahkan untuk membina dan membantu 

pendidik (guru) dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan 

dan kualitas belajar peserta didik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian (evaluasi), sampai pada pengembangan pembelajaran, dengan 

memberikan pembinaan guru yang juga bermuara kepada peningkatan kinerja 

mereka dan prestasi siswa, yang notabene akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap 

upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang 

ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. 

Layanan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau 

pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan 

acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses layanan 

yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi 

                                                           
9 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 15 

ayat 4 
10 Yadi MBS,Telaah Tugas Dan Fungsi Pengawas Sekolah Sebagai Supervisor Pendidikan 

dalam https://pakyadimbs.wordpress.com/tag/pengawas-sekolah/ diakses tanggal 9 Maret 2015 
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bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan 

situasi belajar mengajar. 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan suatu lembaga 

pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Persyarikatan 

Muhammadiyah yaitu di bawah Majelis Dikdasmen Pimipinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang berdiri pada tanggal 5 Agustus 1953. 

Sejak berdiri hingga saat ini sekolah ini sudah berkembang dan mengalami 

kemajuan yang cukup pesat dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah 

swasta yang lebih dulu maju. 

Pada periode enam tahun terakhir ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakata 

dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki kredibilitas dan 

kapabelitas yang baik dalam memimpin lembaga pendidikan sehingga mampu 

membawa  sekolah ini memjadi lebih maju dan diminati oleh msyarakat. 

Keahliannya dalam mengelola dan mengatur lembaga pendidikan ditunjukkan 

dengan pelaksanaan kegiatan supervisi kepala sekolah yang berjalan cukup 

baik.  Di antara indikatornya adalah adanya jadual supervisi yang telah disusun 

secara baik dan detail oleh kepala sekolah untuk semua guru dari awal 

semester, telah berjalannya pelaksanaan supervisi akademik, baik supervisi 

administrasi guru, supervisi pembelajaran di kelas maupun supervisi 

penilaian.11  Namun demikian tidak ada gading yang tak retak, tentu saja masih 

ada celah bagi munculnya kelemahan dan kekurangan, seperti pelaksanaan 

                                                           
11 Wawancara dengan Ibu Sri Murwani, S.Pd selaku wakaur Kurikulum  pada tanggal 25 

Oktober 2014 di ruang wakaur SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
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supervisi di sekolah terkadang masih bersifat umum, aspek yang menjadi 

perhatian kurang jelas, prakarsa supervisi masih datang dari supervisor, 

menentukan sasaran dan waktu sendiri untuk berkunjung, masih jarang inisiatif 

datang dari guru yang disupervisi; sasaran supervisi masih bersifat umum 

sehingga hasilnya belum operasional, dan tidak jarang terjadi guru berusaha 

menampakkan kinerja terbaiknya hanya saat observasi berlangsung. 

Selain itu peran dan fungsi pengawas pendidikan sebagaimana dalam 

Permendiknas Nomer 12 Tahun 2007 untuk melakukan penjaminan mutu 

satuan pendidikan disekolah ini belum dapat berjalan secara optimal, terutama 

peran dan fungsinya sebagai supervisor akademik. Pengawas pendidikan di 

sekolah lebih menfokuskan supervisinya terhadap kinerja kepala sekolah atau 

supervisi manajerial, sementara pelaksanaan supervisi akademik terhadap 

kinerja guru, diserahkan kepada  kepala sekolah.12 

 Kondisi objektif dari implementasi supervisi pengawas sekolah tersebut, 

sedikit banyak akan berdampak pada pengembangan guru dalam meningkatkan 

kompetensinya. Lebih lanjut penguasaan kompetensi pedagogik guru akan 

berdampak pada mutu proses dan hasil belajar peserta didik yang pada akhirnya 

akan menentukan mutu SDM Indonesia untuk waktu sekarang dan terlebih 

untuk waktu yang akan datang, yang penuh dengan persaingan. Sebagaimana 

dikatakan Supardi bahwa supervisi pembelajaran bertujuan meningkatkan 

mutu proses dan mutu hasil pembelajaran.13  

                                                           
12 Wawancara dengan Bapak Drs H. Herynugroho, M.Pd selaku Kepala Sekolah  pada 

tanggal 16 Juli 2015 pukul 12.10 WIB di ruang kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
 
13 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.37. 
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Sementara aspek lain yang juga peneliti amati adalah tingkat kedisiplinan 

dan motivasi guru dan karyawan dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah 

cukup baik, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan 

peningkatan kompetensi guru.  Persentase ketidakhadiran mereka sangat 

kecil.14  Selain itu, di sekolah ini aspek prestasi juga cukup baik, dalam 

beberapa tahun terakhir selalu mengantarkan siswa-siswi kelas XII lulus 

seratus persen dan sebagian mereka diterima diperguruan tinggi negeri maupun 

swasta yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu sangatlah wajar bila 

animo masyarakat tetap tinggi dalam memasukkan anak-anak mereka dan 

menaruh kepercayaan yang tinggi terhadp sekolah tersebut. 

Melihat beberapa kondisi obyektif tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini, terutama aspek kepemimpinan kepala sekolah yaitu aspek 

peran kepala sekolah sebagai supervisor internal dan peran pengawas sekolah 

sebagai supervisor eksternal dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru 

di sekolah. Atas dasar fakta dan latar belakang masalah tersebut, peneliti 

mengambil judul  “Dampak Supervisi  Internal dan Eksternal terhadap 

Kompetensi Pedagogik Guru. ( Studi Kasus Di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta )” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan supervisi Internal dan Eksternal di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

                                                           
14 Wawancara dengan Ibu Tanti Fatriani, S.Pd selaku wakaur sarana Prasarana  pada tanggal 

27 Mei 2014 di ruang wakaur SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

supervisi Internal dan Eksternal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta? 

3. Bagaimana dampak supervisi  Internal dan Eksternal terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

        Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk peningkatan kinerja 

guru. Sedangkan secara kusus berdasarkan rumusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi internal dan eksternal di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

supervisi internal dan eksternal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui dampak supervisi internal dan eksternal terhadap 

kompetensi pedagogik guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik 

secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan pendidikan Islam. 

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Secara teoritis bermanfaat sebagai tawaran 

pemikiran untuk melahirkan teori tentang kesimpulan-kesimpulan 

subtantif yang berkaitan dengan supervisi pendidikan sebagai wujud 
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pengembangan teori-teori sebelumnya. Sedangkan secara praktis, 

memberi masukan berharga dan evaluasi bagi SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta dalam mengambil teori-teori yang tepat dan dapat 

diimplementasikan di sekolah tersebut. 

b. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi inspirasi dan 

pembenahan secara rinci tentang supervisi kepala sekolah, pengawas 

pendidikan dan melengkapi serta memperkaya tentang teori supervisi 

pendidikan 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang membahas tentang supervisi kepala sekolah dan 

pengawas sekolah, namun belum ada penelitian yang fokus kajiannya pada 

keterkaitan antara supervisi internal dan eksternal dengan kompetensi 

pedagogik guru. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan yang 

memiliki kajiannya hampir sama tetapi berbeda fokus kajiannya, antara lain : 

1. Tesis yang ditulis oleh Rahmat Hidayat yang berjudul  “Supervisi Kepala 

Madrasah dalam peningkatan Profesionalisme Guru di MAN Yogyakarta 

III”  (2014). Penelitian ini menekankan pada peran kepala sekolah sebagai 

supervisor dengan menerapkan beberapa model dan teknik supervisi untuk 

meningkatkan profesionalisme guru. Hasil penelitiannya, menyebutkan 

bahwa untuk meningkatkan profesionalisme kepala madrasah menerapkan 

model supervisi klinis, demokratis dan akademik, sedangkan teknik yang 

tempuh adalah kunjungan kelas, pertemuan individu dan teknik rapat rutin 
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guru. Upaya kepala madrasah untuk meningkatkan profesionalisme guru 

adalah dengan pembinaan persiapan mengajar, membantu dalam 

pengelolaan kelas, mengikutkan guru dalam kegiatan musyawarah guru 

dan mengirim guru-guru untuk mengikuti seminar, workshop dan kegiatan 

ilmiyah lainnya.15 

2. Tesis yang ditulis oleh Anang Zamroni dengan judul “Efektifitas supervisi 

Pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap peningkatan profesionalisme 

guru PAI pada Madrasah Aliyah Negeri I di Kabupaten Klaten” (2008). 

Penelitian ini menekankan pada efektifitas supervisi pengawas PAI sebagai 

peningkatan profesionalisme guru PAI. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa program kerja pengawas PAI di Kabupaten Klaten telah dibuat 

dengan baik, namun tidak ditunjang dengan pendanaan yang cukup, 

sehingga pelaksanaan program kerja pengawas PAI kurang efektif dan 

pelaksanaan supervisi pengawas PAI  dalam meningkatkan profesinalisme 

guru bidang studi  PAI  Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 di kabupaten 

Klaten kurang efektif.16 

3. Tesis yang di tulis oleh Kasnawi dengan judul “Efektifitas supervisi kepala 

Madrasah dalam Peningkatan Kualitas Proses Belajar mengajar kelas III 

dalam menghadapi UAN Tahun Pelajaran  2002/2003 pada Madrasah 

Aliyah negeri 2 kudus. Penelitian ini  menekankan efektifitas supervisi 

                                                           
15 Rahmat Hidayat, “Supervisi Kepala Madrasah dalam peningkatan Profesionalisme Guru 

di MAN Yogyakarta III”, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
16 Anang Zamroni, “Efektifitas supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap 

peningkatan profesionalisme guru PAI pada Madrasah Aliyah Negeri I di Kabupaten Klaten”, Tesis, 
(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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kepala Madrasah sebagai peningkatan kualitas proses belajar kelas III 

dalam menghadapi UAN tahun pelajaran 2002/2003. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa upaya supervisi kepala MAN Kudus 2 dalam 

menghadapi UAN tahun 2002/2003 direalisasikan dalam kegiatan nyata 

dengan pendekatan langsung (directif) maupun tidak langsung (non 

directif), pembinaan kelompok dan individual, serta kualitas proses  belajar 

mengajar di MAN 2 Kudus adalah baik.17 

        Dari hasil kajian pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa 

tesis di atas, penulis belum menemukan peneliti yang membahas dan mengkaji 

tentang dampak supervisi internal dan eksternal terhadap kompetensi 

pedagogik guru. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

dalam penelitian ini penulis lebih menfokuskan kajiannya pada bagaimana 

peran kepala sekolah sebagai supervisor dan peran pengawas sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru terutama aspek kompetensi pedagogik guru di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Jadi pada penelitian ini peneliti membatasi 

kinerja guru pada tugas utama guru sebagai pengelola pembelajaran yakni 

aspek kompetensi pedagogik guru, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui 

bagaimana pelaksanaan  supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

pengawas  sekolah dan dampaknya terhadap kompetensi pedagogik guru. Yang 

dimaksud supervisi internal dalam penelitian ini adalah supervisi yang 

                                                           
17 Kasnawi, “Efektifitas supervisi kepala Madrasah dalam Peningkatan Kualitas Proses 

Belajar mengajar kelas III dalam menghadapi UAN Tahun Pelajaran  2002/2003 pada Madrasah 
Aliyah negeri 2 kudus”, Tesis,  (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004). 
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dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan supervisi eksternal adalah supervisi 

yang dilakukan oleh pengawas sekolah.  

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif  merupakan prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.18  Pendekatan 

fenomenologi berusaha melihat dan memahami subyek dan obyek 

penelitian (seseorang, masyarakat, maupun lembaga) berdasarkan fakta 

yang tampak secara apa adanya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan memaparkan atau 

menggambarkan data-data yang diperoleh berkaitan dengan “Dampak 

supervisi internal dan eksternal terhadap kompetensi pedagogik guru, studi 

kasus di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta” 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

     Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang difokuskan pada supervisi internal 

(supervisi kepala sekolah)  dan supervisi eksternal (supervisi pengawas 

sekolah) terhadap kompetensi pedagogik guru. 

                                                           
18 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm.14 
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    Sedangkan subyek penelitiannya adalah sumber data yang utama yang 

akan peneliti mintai informasi tentang data-data penelitian ini. Adapun yang 

menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

pengawas sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala 

sekolah urusan kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan sarana dan 

prasarana, wakil kepala sekolah urusan keislaman dan kemuhammadiyahan, 

staf kurikulum bidang pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan dan 

beberapa guru tertentu. 

   Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling purposive,19 di mana peneliti menentukan informan yang 

didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri 

pokok populasi. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa informan di atas 

mengetahui masalah yang diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber yang valid. Untuk memperoleh informasi yang yang 

relevan dan valid, peneliti juga mengumpulkan data dengan menggunakan 

teknik “sampling bola salju” (snowball sampling)20, yaitu teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Atau teknik 

mengibaratkan bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. 

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi 

karena dengan dua orang ini belum berasa lengkap terhadap data yang 

diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan 

                                                           
19 Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), hlm 124. 
20 Ibid., hlm. 125. 
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dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu 

seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

   Sesuai tujuan peneliti, maka pemilihan informan dilakukan secara 

purposive. Teknik sampling purposive digunakan untuk mengarahkan 

pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan 

pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi dan 

permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang tepat. Dengan teknik purposive dan snowball sampling akhirnya 

ditetapkan sampel yang menjadi informasi kunci sebagai sumber data. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menggali dan 

mencari data adalah : 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap gejala yang tampak pada obyek 

peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan 

teknik yang disebut pengamatan atau observasi.21 Observasi digunakan 

ontuk memperoleh data di lapangan dengan alas an untuk mengetahui 

situasi, menggambarkan keadaan dan melukiskan bentuk.  

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan observasi berpartisipasi (participant 

                                                           
21 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 158. 
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observation)22, yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktifitas orang-

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dengan observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam dan mengetahui perilaku yang nampak, yang 

terucapkan dan yang tertulis. 

Menggunakan observasi partisipatif, agar hasil penelitian ini 

mendapatkan data yang mendalam dan mengetahui gejala yang tampak 

di lapangan. 

b. Metode interview 

Interview sering juga disebut dengan wawancara yaitu sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.23 Selain itu interview juga berarti alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan  

untuk dijawab dengan lisan pula.24 Dalam penelitian ini peneliti  

menggunakan pedoman wawancara tak berstruktur (unstructured 

interview) yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secar sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.25 Metode interview ini penelitigunakan dalam melaksanakan 

                                                           
22 Sugiyono, Metode penelitian …. hlm. 310. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm 155. 
24 S. Margono, Metodologi…hlm. 327. 
25 Sugiyono, Metode penelitian …, hlm 320. 
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wawancara langsung kepada informan sebagai pihak yang memberi 

keterangan atau informasi. Dan pokok pembahasan yang akan peneliti 

wawancarai kepada informan berkaitan dengan rumusan masalah. 

c. Metode Dokumentasi. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.26 Di dalam menggunakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen Rapat, catatan harian dan sebagainya.27  

Berdasarkan penelitian tersebut, maka metode ini di maksudkan 

untuk memperoleh data tentang latarbelakang tempat penelitian yaitu 

SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

d.  Metode Triangulasi. 

Triangulasi teknik adalah penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapakan data dari 

sumber  sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data 

yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.28 

 

                                                           
26 Ibid.,  hlm.328. 
27 Arikunto, Prosedur penelitian …, hlm. 231. 
28 Sugiyono, Metode penelitian …. hlm. 330. 
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4. Metode Analisis Data 

  Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 

dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan 

untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah  ditemukan pada 

pihak lain.29  Oleh karena itu, analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukakan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari data dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah 

dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.30   

Langkah-langkah proses analisis data dapat dilakukan dengan melalui 

proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984),31 sebagai 

berikut: 

a. Tahap Reduksi Data. 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebelum data terkumpul. 

                                                           
29 Moleong,  Metodologi …. hlm. 248. 
30 Sugiyono, Metode penelitian …. hlm 333. 
31 Ibid.,  hal 338-339. 
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Reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil catatan 

observasi, hasil wawancara mendalam atau klarifikasi data, dan ditambah 

dengan hasil pencatatan dokumentasi. Data yang terkumpul dipilah 

kedalam fokus penelitian ini yakni dampak supervisi internal dan 

eksternal terhadap peningkatan kinerja guru, studi kasus di SMA 

Muhammadiyah Yogyakarta. Berangkat dari fokus penelitian tersebut 

dikembangkan dalam fokus penelitian sebagaimana dijelaskan di atas. 

Oleh karena data yang diperoleh jumlahnya banyak, maka dalam 

tahap reduksi data ini perlu dicatat secara teliti dan rinci, kemudian 

segera dilakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilah hal-hal yang pokok dengan menfokuskan kepada 

hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

dalam mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian. 

b. Tahap Penyajian Data. 

Penyajian data (Display Data) dimaksudkan untuk memaparkan 

data secara rinci, dan sistematis setelah dianalisis kedalam format yang 

disisipkan. Namun data yang disajikan  masih dalam bentuk data 

sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih 

lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika 

ternyata data yang disajikan  telah teruji kebenarannya maka akan bisa 

dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. 

Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum selesai, maka 
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konskuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus 

dilakukan reduksi data kembali. 

Tahap ini berupa kegiatan menyajikan data, peneliti melakukan 

pengorganisasian data dalam bentuk penyajian informasi berupa teks 

naratif. Lebih lanjut, teks naratif tersebut  diringkas kedalam bentuk 

berupa bagan yang menggambarkan interpretasi arti pemahaman tentang 

makna tindakan subyek peneliti tentang dampak supervisi internal dan 

eksternal terhadap peningkatan kinerja guru, studi kasus di SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

c. Tahap Kesimpulan dan Verifikasi. 

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan  dan 

verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan setelah 

pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga 

menemukan pola tentang peristiwa peristiwa yang terjadi. 

Tahap ini merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun 

begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan 

yang valid. Oleh karena itu,  ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau 

ulang dengan cara menverifikasi kembali catatan-catatan selama 

penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan 

untuk diambil sebuah kesimpulan.32 

 

                                                           
32 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 130. 
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5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian. 

Pelaksanaan  penelitian  ini  selain di  SMA  Muhammadiyah  3 

Yogyakarta dilakukan pula wawancara  pada Pengawas sekolah, baik dari 

Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Yogyakarta maupun pengawas PAI 

Kemenag kota Yogyakarta secara  tidak terstruktur sesuai keadaan  waktu  

penelitian,  jadwal sekolah  atau  kegiatan belajar  mengajar serta  

kemampuan  waktu  bagi  informan  sebagai  sumber  data.  Waktu penelitian  

ini  sejak  tanggal  13  Januari  2015  berselang diterimanya  peneliti untuk  

melakukan  penelitian oleh  pihak  Sekolah  dan terbitnya izin penelitian 

dari instansi yang terkait dan berakhir pada 10 April 2015 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan sesuatu yang mencerminkan urutan-

urutan pembahasan dari setiap bab, agar penulisan tesis ini dapat dilakukan 

secara urut dan terarah. Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah : 

Bab I  Pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab pembahasan, yang berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

   Bab II, Kajian Teori. Bab ini berisi pengertian, deskripsi teori dan konsep 

yang berkaitan dengan judul tesis ini. Ada tiga sub bab pembahasan  yang 

dijelaskan dalam kajian teori, yaitu tentang supervisi pendidikan, jenis-jenis 

supervisi pendidikan dan kompetensi pedagogik guru. 
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    Bab III, Profile SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan paparan data 

serta penemuan peneliti. Dalam bab ini dibahas tentang gambaran umum SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta terdiri dari sejarah berdiri dan 

perkembangannya, letak geografis, visi dan misi, dan tujuan SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Serta tentang kondisi obyektif SMA 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang meliputi struktur organisasi dan profile 

guru, karyawan, dan siswa, struktur kurikulum keadaan sarana prasarana serta 

prestasi prestasi yang telah dicapai. 

Bab IV, Dampak Supervisi Internal dan Eksternal terhadap kompetensi 

pedagogik Guru.  Bab ini berisi tentang pelaksanaan supervisi internal dan 

ekternal, analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat supervisi internal 

dan eksternal, dan analisis dampak supervisi internal dan eksternal terhadap 

kompetensi pedagogik guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang terkait dengan penelitian di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  terhadap  data  yang 

dikumpulkan melalui penelitian “Dampak supervisi  Internal dan Eksternal 

terhadap kompetensi pedagogik guru. (Studi kasus di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta)”, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan supervisi internal dan eksternal di SMA Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

Pelaksanaan supervisi internal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

berjalan dengan baik,  sedang pelaksanaan supervisi eksternal belum 

berjalan dengan baik. Model supervisi yang diterapkan adalah supervisi 

klinis, yakni supervisi yang menekankan pada diagnosis terhadap 

kelemahan atau kekurangan yang di hadapi para guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan mencari solusi yang tepat untuk memecahkannya; model 

supervisi artistik, yakni supervisor berupaya membangun hubungan yang 

baik, familiar dengan guru, mau mendengarkan, memahami dan menerima 

guru apa adanya. 

Teknik supervisi yang diterapkan adalah pemeriksaan persiapan 

mengajar; teknik kunjungan kelas, atau teknik observasi kelas, teknik 

pertemuan individual, dan  teknik rapat rutin guru. 
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Supervisor juga melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut 

terhadap hasil supervisi yang telah dilakukan pada para guru dengan 

tindakan yang berbeda beda sesuai dengan kualitas kinerja masing-masing 

guru yang telah disupervisi. 

2. Faktor-faktor Pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi internal 

dan eksternal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Faktor-faktor pendukungnya antara lain : budaya tertib sekolah dan 

tertib administrasi, kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah dan 

pengawas sekolah, adanya perencanaan/program supervisi, komitmen 

kepala sekolah dan komitmen guru semakin baik, sarana prasarana 

pembelajaran memadai, dan model dan teknik supervisi yang dilakukan 

sangat baik dan mudah diterima 

Faktor penghambatnya  antara lain kepala sekolah dan pengawas 

sekolah memiliki kompleksitas dan beban tugas yang berat serta padatnya 

waktu yang dimiliki, dan adanya beberapa guru yang masih belum 

memahami pentingnya supervisi. Selain itu juga kurang seimbangnya antara  

jumlah pengawas dengan jumlah sekolah yang disupervisi, sehingga 

pelaksanaan supervisi akademik sedikit banyak menjadi terganggu. 

3. Dampak supervisi  internal dan eksternal terhadap kompetensi pedagogik 

guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Pelaksanaan supervisi  internal di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif dapat 

memberikan dampak positif terhadap kompetensi pedagogik guru. 
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Dampaknya antara lain guru mampu membuat perencanaan pembelajaran 

dengan baik dan tertib, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan 

kondusif, penilaian pembelajaran menjadi lebih baik dan teratur, guru lebih 

tertib, percaya diri, disiplin dan lain-lain. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan terdahulu maka 

penulis memberikan saran beberapa hal penting yang dapat digunakan sebagai 

masukan untuk meningkatkan supervisi dalam kaitannya dengan kompetensi 

pedagogik guru  di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, yaitu : 

1. Bagi Kepala sekolah  

a. Kepala sekolah dapat meningkatkan kegiatan supervisinya dengan 

melaksanakan supervisi sesuai dengan jadwal yang sudah tersusun, 

bekerjasama dengan guru, dan menyimpulkan hasil supervisi 

kunjungan kelas secara musyawarah. 

b. Kepala sekolah harus melakukan observasi terus menerus tentang 

kondisi-kondisi dan sikap-sikap di kelas, di ruangan guru, pada 

pertemuan staf pengajar,  gunanya  memberikan bantuan pemecahan 

atas kesulitan-kesulitan yang dialami guru, sehingga secara bertahap 

kualitas dan produktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi 

semakin baik.  

c. Kepala sekolah diharapkan secara terus menerus memberikan motivasi, 

memberikan penghargaan yang layak kepada guru yang berprestasi, 

memberikan pujian kepada guru yang melakukan tugsnya dengan baik, 
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dan memberikan pembinaan kepada guru yang tidak bisa menjalankan 

tugasnya dengan baik. 

1. Bagi Pengawas sekolah 

a. Pengawas sekolah perlu meningkatkan intensitas kunjungan atau 

supervisi kesekolah-sekolah dan menganalisis hasil supervisi untuk 

dijadikan rujukan dalam pengembangan pendidikan di kota 

Yogyakarta. 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pengawas sekolah perlu 

membuat kebijakan hasil supervisi untuk ditindaklanjuti agar memberi 

dampak bagi pengembangan kompetensi pedagogik guru. 

2. Bagi Guru 

a. Guru perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat 

supervisi yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas, agar 

kompetensi guru meningkat yang pada akhirnya akan berdampak besar 

pada hasil belajar siswa. 

b. Guru harus mamanfaatkan hasil dan tindaklanjut supervisi kepala 

sekolah untuk mendorong agar proses pembelajaran menjadi lebih 

kreatif dan inovatif. 
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SALINAN 
 
 

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  12  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

STANDAR  PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 
Menimbang  :  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional 
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional tentang Standar  Pengawas Sekolah/Madrasah; 

 
Mengingat :  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 

  3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 
2005;   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/ 
MADRASAH. 

 
 



 
Pasal 1 

 
(1) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib 

memenuhi standar  pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara 
nasional. 

 
(2) Standar pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.  
 

Pasal 2 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
      pada tanggal  28 Maret 2007 
 
      MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
      TTD. 
      BAMBANG SUDIBYO  

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Bagian  Penyusunan Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum I, 
 
 
 
Muslikh, S.H. 
NIP 131479478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SALINAN 
 
 
 
 

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  13 TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
 
Menimbang  :  bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional 
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional tentang Standar  Kepala Sekolah/Madrasah; 

 
Mengingat :  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496); 

  2.  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 

  3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 
2005;   

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG STANDAR  KEPALA SEKOLAH/ 
MADRASAH. 
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Pasal 1 
 

(1) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib 
memenuhi standar  kepala sekolah/madrasah  yang berlaku nasional. 

 
(2) Standar  kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.  
 

Pasal 2 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
 
 
      Ditetapkan di Jakarta 
      pada tanggal 17 April  2007 
 
      MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 
      TTD. 
      BAMBANG SUDIBYO  

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Biro Hukum dan Organisasi 
Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Bagian  Penyusunan Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum I, 
 
 
 
Muslikh, S.H. 
NIP 131479478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERATURAN 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2007 

TENTANG 

STANDAR PROSES 

UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Standar Nasional Pendidikan 

Tahun 2007 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) telah menyelesaikan Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Standar ini dikembangkan oleh tim adhoc selama delapan bulan pada tahun 

2006. Tim adhoc ini dibentuk oleh BSNP, dan anggota tim ini terdiri dari para ahli 

dan praktisi bidang pendidikan. Alhamdulillah standar proses ini telah menjadi 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 tahun 2007, 

tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Pengembangan standar proses ini melalui perjalanan yang cukup panjang 

yaitu: temu awal, pengakajian bahan dasar, pengumpulan data lapangan, pengolahan 

data lapangan, penyusunan naskah akademik, per,.yusunan draf standar, reviu draf 

standar dan naskah akademik, validasi draf standar dan naskah akademik, lokakarya 

pembahasan draf standar dan naskah akademik, pembahasan draf standar dengan Unit 

Utama Depdiknas, finalisasi draf standar dan naskah akademik untuk uji publik, uji publik 

yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam skala yang lebih luas, finalisasi draf standar 

dan naskah akademik, dan terakhir rekomendasi draf final standar proses dan naskah 

akademik. BSNP juga membahas dalam setiap perkembangan draf standar dan 

naskah akademik. 

BSNP menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua 

anggota tim ad hoc yang telah bekerja giat dengan semangat yang tinggi serta kepada 

semua pihak yang telah memberi masukan pada draf standar proses dan naskah 

akademiknya. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pendidikan di setiap tingkat dan jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. 

 

 

 

 

Jakarta, November 2007,  

Ketua, 

  

 

 

Prof. Djemari Mardapi, Ph.D



 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR....................................................................................................  

DAFTAR ISI ................................................................ .............................................. 

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANGSTANDAR PROSES UNTUK 

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH................................................. 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 41 

TAHUN 2007 TANGGAL 23 NOVEMBER 2007 STANDAR PROSES UNTUK 

SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH................................................. 

I. PENDAHULUAN……………………………………………………............................. 

 

II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN .................................................... 

A. Silabus ............................................................................................................. 

B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ........................................................... 

C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP …................................................................ 

 

III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN ............................................. 

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran ......................................... 

B. Pelaksanaan Pembelajaran    .......................... ............................................ 

IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN ............................................................... 

V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN  ................................................... 

A. Pemantauan............................................................................................. 

B. Supervisi  ....................................................................................... 

C. Evaluasi  ........................................................................................ 

D. Pelaporan ...................................................................................... 

E. Tindak lanjut .................................................................................. 

 

GLOSARIUM  .......................................................... .............................. 

 

iii 

v 

 

 

1 

 

 

5 

5 

 

7 

7 

8 

11 

 

12 

12 

14 

 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

 

21 

 

 

 



 

SALINAN 

PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2007 

TENTANG 

STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR 

DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA  

MENTERI PENDIDIKAN ASIONAL, 

 

Menimbang :  bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-

didikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4496) ; 

 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, clan Tatakerja Kementerian Negara 

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 

 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai 

pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 

31/P Tahun 2007; 

 



 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 

STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH. 
 

Pasal 1 

(1) Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

 

(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada  

Lampiran Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2007 

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

 TTD. 

 

BAMBANG SUDIBYO 

 

Salinan sesuai dengan aslinya. 

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala 

Bagian Penyusunan Rancangan 

Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, 
 

 

Muslikh, S.H. 

NIP 131479478
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SALINAN 
LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
NOMOR 41 TAHUN 2007 

TANGGAL 23 NOVEMBER 2007 

STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan 

visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional 

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan 

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. 

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip 

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi 

pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai 

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan 

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas 

peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, 

yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi 

agar terlaksana secara efektif dan efisien. 

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik 

peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi 

standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah 

harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 

kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar 

dan menengah pada jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem kredit 

semester. 

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 
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proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

II. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN 

 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi 

(SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian 

hasil belajar, dan sumber belajar. 

 

A. Silabus 

 

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau 

tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pen-

capaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus 

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat 

dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ 

madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan 

silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan divas provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. 

 

B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan 
dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

Komponen RPP adalah  

1.  Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.  

 

2. Standar kompetensi 
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  Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

3.  Kompetensi dasar 

 Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 

didik•dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4.  Indikator pencapaian kompetensi 

 Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian 

mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

5.  Tujuan pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

6.  Materi ajar 

 Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

7.  Alokasi waktu 

 Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban 

belajar.  

8.  Metode pembelajaran 

 Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 

seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap 

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. 

Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai 

kelas 3 SD/M I. 

9.  Kegiatan pembelajaran  

 a.  Pendahuluan 

 Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

 b.  Inti 
 Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui 
proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
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c.  Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut. 

10. Penilaian hasil belajar 

  Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

11. Sumber belajar 

  Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 
 
C. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 

 

1.  Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

 RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta 

didik. 

2.  Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 
mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 
semangat belajar. 

3.  Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran 

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 

pengayaan, dan remedi. 
5.  Keterkaitan dan keterpaduan 

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pernlielajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 

budaya. 

6.  Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 
 

 
 

III. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN 
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A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

 

1.  Rombongan belajar 

 Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah: 

a.  SD/MI : 28 peserta didik  

b.  SMP/MT : 32 peserta didik  

c.  SMA/MA : 32 peserta did 1k  

d. SMK/MAK : 32 peserta didik 

 

2.  Beban kerja minimal guru 

a. beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan; 

b.   beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah se 

kurang-kurang nya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu. 

 

3. Buku teks pelajaran 

a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih 

melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-

buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri; 

b.  rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran; 

c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku 

pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya; 

d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber 

belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah. 

 

4. Pengelolaan kelas 

a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran, sertaaktivitas pembelajaran yang akan dilakukan; 

b. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus 

dapat didengar dengan baik oleh peserta didik; 

c.  tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik; 

d.  guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan 

belajar peserta didik;  

e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, 

dankeputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran; 

f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung; 

h.  guru menghargai pendapat peserta didik; 

i.   guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; 

j.  pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran   

    yang diampunya; dan 

k . guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu   

http://a.sd/MI
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    yang dijadwalkan. 

 
B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, ::ayiatan inti dan kegiatan penutup. 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

 Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a.  menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses   

pembelajaran; 

b.  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c.  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;  

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai  

silabus.  

2.  Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1)  melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

2)  menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

3)  memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4)  melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

5)  memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 
 

b. Elaborasi 

Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 

1)  membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2)  memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

3)  memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4)  memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can kolaboratif; 
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5)  memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

6)  rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan balk 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

7)  memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja individual maupun 

kelompok; 

8)  memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

9)  memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1)  memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,  

isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

3)  memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

4)  memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: 

a)  berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

b)  membantu menyelesaikan masalah; 

c)  memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

d)  memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; 

e)  memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

3.  Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a.  bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 
c.  memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d.  merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas 

balk tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

peserta didik; 

e.  menyampaikan iencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 

 
IV. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
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Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai hahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 

portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar 

Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. 
 
 

V. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 
 

A. Pemantauan 
1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2.  Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, 

pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. 

3.  Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan 

pendidikan. 

 

B. Supervisi 

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 

2.  Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, 

diskusi, pelatihan, dan konsultasi.  

3.  Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. 

 

 

 

C. Evaluasi 

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas 

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

2.  Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: 

a.   membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan 

standar proses, 

b.  mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi guru. 

3.  Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru 

dalam proses pembelajaran. 
 

D. Pelaporan 

  Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran 

dilaporkan kepada pemangku kepentingan. 

 

E. Tindak lanjut 
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1.  Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi 

standar. 

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi 

standar. 

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran Iebih lanjut. 

 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,  

TTD. 

 

 

BAMBANG SUDIBYO 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, 
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I, 

 

 

 

 

 

 

Muslikh, S.H 

NIP. 131479478 

 



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  74  TAHUN  2008 

TENTANG 

GURU  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), 
Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), 
Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), 
Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), 
Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), 
Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen,  perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Guru; 

Mengingat   : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik   Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  GURU. 

    BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. 

2.  Kualifikasi . . . 
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2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan 
akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan 
jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat 
penugasan. 

3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 
untuk Guru.  

4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai 
pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga 
profesional.   

5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas 
pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau 
satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara 
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang 
berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru 
untuk mengembangkan profesionalitas Guru. 

7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama 
adalah perjanjian tertulis antara Guru dan 
penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban 
para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara 
pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka 
waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-
menerus, dan tercatat pada satuan administrasi 
pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin 
pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.  

9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil 
dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah 
mengajar pada satuan pendidikan, baik yang 
diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
maupun  penyelenggara pendidikan yang sudah 
mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja 
Bersama.  

10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja 
adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan 
Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang 
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara 
Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  

11.  Taman . . . 
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11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK 
adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia 
Dini pada jalur pendidikan formal yang 
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak 
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan 
Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah 
salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi 
anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) 
tahun. 

13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah yang diselenggarakan pada satuan 
pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan 
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat 
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan 
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah 
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau 
bentuk lain yang sederajat. 

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
Pendidikan Dasar. 

15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Dasar. 

16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat 
SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 
dalam binaan Menteri Agama  yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

 

18.  Pendidikan . . . 
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18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada 
jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan 
Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, 
Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang 
sederajat. 

19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat 
SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari 
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SMP atau MTs. 

20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam 
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan 
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 
jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari 
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SMP atau MTs. 

21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat 
SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan 
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SMP atau MTs. 

22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut 
MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan 
Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

23. Sarjana yang  selanjutnya disingkat S-1. 

24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV  

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.  

27.  Masyarakat . . . 
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27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 
non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan 
peranan dalam bidang pendidikan. 

28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau 
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat 
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, 
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, 
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 

29. Departemen adalah departemen yang menangani 
urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan 
nasional. 

30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan 
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. 

BAB II 

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI  

Pasal 2 

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, 
Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 

Bagian Kesatu 
Kompetensi  

Pasal 3 

(1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 
dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan 
tugas keprofesionalan. 

(2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

(3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersifat holistik.  

 

 

(4)  Kompetensi . . . 
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(4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam 
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-
kurangnya meliputi:  

a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 

b. pemahaman terhadap peserta didik;  

c. pengembangan kurikulum atau silabus;  

d. perancangan pembelajaran; 

e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 
dialogis; 

f. pemanfaatan teknologi pembelajaran; 

g. evaluasi hasil belajar; dan 

h. pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. 

(5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian 
yang:  

a. beriman dan bertakwa; 

b. berakhlak mulia; 

c. arif dan bijaksana;  

d. demokratis;  

e. mantap;  

f. berwibawa; 

g. stabil; 

h. dewasa; 

i. jujur; 

j. sportif; 

k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;  

l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan 

m. mengembangkan diri secara mandiri dan 
berkelanjutan. 

 

 

(6)  Kompetensi . . . 
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(6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari 
Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi 
kompetensi untuk: 

a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara 
santun; 

b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi 
secara fungsional;  

c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan 
pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;  

d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar 
dengan mengindahkan norma serta sistem nilai 
yang berlaku; dan 

e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan 
semangat kebersamaan. 

(7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam 
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya 
yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 

a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai 
dengan standar isi program satuan pendidikan, 
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran 
yang akan diampu; dan 

b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, 
atau seni yang relevan, yang secara konseptual 
menaungi atau koheren dengan program satuan 
pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 
mata pelajaran yang akan diampu.  

(8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam: 

a. standar kompetensi Guru pada satuan 
pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal 
bentuk lain yang sederajat; 

b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, 
dan pendidikan formal bentuk lain yang 
sederajat; 

 

c.  standar . . . 
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c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau 
rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA 
atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal 
bentuk lain yang sederajat; dan 

d. standar kompetensi Guru pada satuan 
pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan 
pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. 

(9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Bagian Kedua  
Sertifikasi 

Pasal 4 

(1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program 
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, 
dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya  diikuti oleh peserta didik yang 
telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 5 

(1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2)  ditunjukkan dengan ijazah yang 
merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi 
Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada 
jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata 
pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar 
nasional pendidikan. 

(2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi 
program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi 
yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga 
kependidikan dan/atau program pendidikan 
nonkependidikan.  

(3) Kualifikasi . . . 
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(3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang 
bersangkutan diangkat menjadi Guru. 

(4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum 
memenuhinya, dapat dipenuhi melalui: 

a. pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 
atau 

b. pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui 
uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian 
komprehensif oleh perguruan tinggi yang 
terakreditasi. 

(5) Pendidikan sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) huruf 
a memperhatikan: 
a. pelatihan Guru dengan memperhitungkan 

ekuivalensi satuan kredit semesternya;  

b. prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan 
ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau 

c. pengalaman mengajar dengan masa bakti dan 
prestasi tertentu.  

(6) Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan 
uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
baik yang dibiayai Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap 
melaksanakan tugasnya sebagai Guru. 

(7) Menteri dapat menetapkan aturan khusus bagi Guru 
Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar 
pertimbangan: 
a. kondisi Daerah Khusus; dan/atau 
b. ketidakseimbangan yang mencolok antara 

kebutuhan dan ketersediaan Guru menurut bidang 
tugas. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, 
pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Menteri.  

 

 

 

Pasal 6 . . . 
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  Pasal 6 

(1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 memiliki beban belajar yang diatur 
berdasarkan persyaratan latar belakang bidang 
keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.  

(2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau 
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang 
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk TK 
atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat 
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua 
puluh) satuan kredit semester. 

(3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau 
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang 
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD 
atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat 
adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua 
puluh) satuan kredit semester.  

(4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau 
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang 
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain 
untuk TK atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang 
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 
40 (empat puluh) satuan kredit semester.  

(5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau 
MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang 
berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain 
untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang 
sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan  
40 (empat puluh) satuan kredit semester.  

(6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan TK atau 
RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada 
satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk 
lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana 
psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 
40 (empat puluh) satuan kredit semester.  

 

  

(7) Beban . . . 
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(7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau 
MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan 
satuan pendidikan SMA atau MA atau SMALB atau 
SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik 
yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV 
kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan 
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat 
puluh) satuan kredit semester.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur 
kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara 
pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional 
pendidikan.  

Pasal 7 

(1) Muatan belajar pendidikan profesi meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
dan kompetensi profesional. 

(2) Bobot muatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan latar belakang pendidikan  
sebagai berikut: 
a. untuk lulusan program S-1 atau D-IV kependidikan 

dititikberatkan pada penguatan kompetensi 
profesional; dan 

b. untuk lulusan program S-1 atau D-IV 
nonkependidikan dititikberatkan pada 
pengembangan kompetensi pedagogik. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh 
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang 
mengacu pada standar nasional pendidikan.  

Pasal 8 

Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara 
objektif, transparan, dan akuntabel. 

 Pasal 9 

(1) Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap 
tahun ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Program . . . 
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(2) Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji 
kompetensi pendidik. 

(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai 
dengan standar kompetensi.  

(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup 
penguasaan:  

a. wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman 
terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum 
atau silabus, perancangan pembelajaran, dan 
evaluasi hasil belajar;  

b. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai 
dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata 
pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan  

c. konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau 
seni yang secara konseptual menaungi materi 
pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau 
program yang diampunya. 

(5) Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) 
dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian 
praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi  sosial, dan kompetensi profesional pada 
satuan pendidikan yang relevan. 

  

 Pasal 10 

(1) Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum 
yang bersangkutan diangkat menjadi Guru. 

(2) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki 
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat 
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. 

(3) Calon Guru yang tidak memiliki Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diperlukan 
oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru dapat 
diangkat menjadi pendidik setelah lulus uji kelayakan. 

 

 

(4) Sertifikat . . . 
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(4) Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan 
tugas sebagai Guru setelah mendapat nomor registrasi 
Guru dari Departemen. 

(5) Calon Guru dapat memperoleh lebih dari satu Sertifikat 
Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor registrasi 
Guru dari Departemen. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji 
kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.  

 Pasal 11 

Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan 
melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

 Pasal 12 

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi 
Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji 
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.  

(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun 
ditetapkan oleh Menteri.  

(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. 

(4) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional 
Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan 
dokumen yang mendeskripsikan: 
a. Kualifikasi Akademik; 

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. pengalaman mengajar;  

d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 

e. penilaian dari atasan dan pengawas;  

f. prestasi akademik;  

g. karya pengembangan profesi;  

h. keikutsertaan dalam forum ilmiah; 

i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan  
sosial; dan 

 

j. penghargaan . . . 
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j. penghargaan yang relevan dengan bidang 
kependidikan. 

(5) Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai 
persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh 
Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk: 

a. melengkapi persyaratan portofolio; atau   

b.   mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan 
tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga 
kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan 
oleh Pemerintah.   

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan 
penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

Pasal  13 

(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi 
ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria: 

a. memiliki program studi yang relevan dan 
terakreditasi; 

b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang 
sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan 

c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang 
memadai sesuai dengan standar nasional 
pendidikan. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang 
diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi 
penyelenggara pendidikan profesi atas dasar 
pertimbangan: 

a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan 
penyelenggaraan pendidikan profesi;  

b. letak dan kondisi geografis;  dan/atau 

c. kondisi sosial-ekonomi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri.  

 

 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik 
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan 

Pasal 14  

(1) Pemerintah menyediakan anggaran untuk 
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam 
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah. 

(2) Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untuk 
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam 
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. 

(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota 
menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi 
Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. 

(4) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten atau pemerintah kota menyediakan 
anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi 
Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat. 

(5) Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan 
peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi 
tunjangan fungsional. 

(6) Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung 
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(7) Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi 
untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam 
Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah.  

(8) Pemerintah . . . 
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(8) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan 
masing-masing, menyediakan anggaran uji 
kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi 
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah.  

(9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan 
kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran 
uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi 
Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. 

 
 BAB III 

HAK 

 Bagian Kesatu  
Tunjangan Profesi 

Pasal 15 

(1)   Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang  
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang 
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh 
Departemen; 

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru; 

c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau 
Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai 
dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang 
dimilikinya; 

d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;  

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan  

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi 
selain satuan pendidikan tempat bertugas. 

(2) Seorang Guru hanya berhak mendapat satu tunjangan 
profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik 
yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan 
atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru. 

 

 

(3) Guru . . . 
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(3) Guru pemegang sertifikat pendidik yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kecuali huruf c berhak memperoleh tunjangan profesi 
jika mendapat tugas tambahan sebagai:  

a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja 
sesuai dengan beban kerja kepala satuan 
pendidikan; 

b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban 
kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala 
satuan pendidikan; 

c. ketua program keahlian  satuan pendidikan 
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja 
ketua program keahlian  satuan pendidikan; 

d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan 
beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala 
perpustakaan satuan pendidikan;  

e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi 
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai 
dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, 
atau unit produksi satuan produksi; 

f. guru bimbingan dan konseling atau konselor 
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja 
guru bimbingan dan konseling atau konselor; 
atau  

g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau 
pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai 
dengan beban kerja pembimbing khusus pada 
satuan pendidikan. 

(4) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan 
pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru 
apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas 
sebagai pendidik yang: 

a. berpengalaman sebagai Guru sekurang-
kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah 
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun; 

b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan 

d. melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan 
profesional Guru dan tugas pengawasan. 

(5) Tunjangan . . . 
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(5) Tunjangan profesi diberikan terhitung  mulai awal 
tahun anggaran berikut setelah yang bersangkutan 
mendapatkan nomor registrasi Guru dari Departemen. 

(6) Nomor registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) bersifat unik dan diperoleh setelah Guru yang 
bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan 
memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 16  

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian 
tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), 
dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang 
bertugas: 

a. pada satuan pendidikan khusus; 
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau 
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus. 

 

Pasal 17  

(1)   Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak 
mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di 
satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta 
didik terhadap Gurunya sebagai berikut:  

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;  
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1; 
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1; 

d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1; 

e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1; 

f. untuk SMA atau yang sederajat 20:1;  

g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;  

h. untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan 
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.   

(2)   Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan 
ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada: 

 

a. satuan . . . 
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a. satuan pendidikan khusus; 
b. satuan pendidikan layanan khusus; 
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru 

berkeahlian khusus; atau  

d. satuan pendidikan selain huruf a, huruf b, dan 
huruf c atas dasar pertimbangan kepentingan 
nasional. 

 

Pasal 18  

Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara 
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan 
Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau 
bantuan sosial  sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian Kedua 

Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional 

Pasal 19  

Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional 
diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:  

a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah 
diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen; 

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru; 

c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru 
kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan 
peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya; 

d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;  

e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 

f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan 

g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain 
satuan pendidikan tempat bertugas. 

Pasal 20  

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian 
tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional 
yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang 
bertugas:  

a. pada . . . 
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a. pada satuan pendidikan khusus; 
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau 
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus. 

Pasal 21  

(1)    Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan 
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2)    Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat 
oleh penyelenggara pendidikan atau satuan 
pendidikan yang didirikan Masyarakat  dianggarkan 
sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial  sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Ketiga 

Tunjangan Khusus 

Pasal 22  

Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai 
belanja pegawai atau bantuan sosial  sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Kesetaraan Tunjangan  

Pasal 23  

(1)    Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan 
tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan 
pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan 
kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang 
berlaku bagi Guru  pegawai negeri sipil.  

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri 
yang menangani urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara.  

 

 
 
 

Bagian Kelima . . 
. 
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Bagian Kelima  
Maslahat Tambahan 

Pasal  24  

(1)   Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya 
maslahat tambahan kepada Guru  yang diangkat oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara 
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan 
Masyarakat.   

(2)   Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar 
prestasi Guru. 

(3)   Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat berupa:  

a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik 
atau non-akademik;  

b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau 
buku ajar yang dinyatakan layak ajar oleh Menteri; 

c. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran 
yang diakui oleh Pemerintah; 

d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;  

e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau 
olah raga;  

f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal 
ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh 
Pemerintah; dan/atau 

g. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru 
dengan dedikasi yang baik. 

(4)   Maslahat tambahan diberikan kepada Guru 
berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat 
penugasannya sebagai Guru Tetap. 

(5)   Pemberian setiap satu bentuk maslahat tambahan 
diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh 
maslahat tambahan. 

(6)   Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Guru yang 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

 

a. memiliki . . . 
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a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang 
telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh 
Departemen; 

b. memenuhi beban kerja sebagai Guru; 

c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta 
satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang 
diampunya; 

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;  

e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan 

f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi 
selain satuan pendidikan tempat bertugas. 

(7)   Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf c atau ayat (6) 
kecuali huruf c dapat diberi maslahat tambahan 
apabila:  

a. diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan 
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan 
beban kerja kepala satuan pendidikan; 

b. diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala 
satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai 
dengan beban kerja wakil kepala satuan 
pendidikan; 

c. diberi tugas tambahan sebagai ketua program 
keahlian  satuan pendidikan dengan beban kerja 
sesuai dengan beban kerja ketua program 
keahlian  satuan pendidikan;  

d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan 
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja 
pengawas satuan pendidikan;  

e. diberi tugas tambahan sebagai kepala 
perpustakaan satuan pendidikan dengan beban 
kerja sesuai dengan beban kerja kepala 
perpustakaan satuan pendidikan; 

f. diberi tugas tambahan sebagai kepala 
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan 
pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan 
beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau 
unit produksi satuan pendidikan; 

 

g. bertugas . . . 
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g. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konseling 
atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan 
beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau 
konselor; atau  

h. bertugas menjadi pembimbing khusus pada 
satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu 
dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja 
pembimbing khusus pada satuan pendidikan.  

(8)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan 
pemberian maslahat tambahan oleh Pemerintah diatur 
dengan  Peraturan Menteri. 

(9)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan 
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah 
provinsi diatur dengan  Peraturan Gubernur. 

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan 
pemberian maslahat tambahan oleh pemerintah 
kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan  
Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. 

Pasal 25  

Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian 
maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat 
(7) untuk Guru yang bertugas:  

a. pada satuan pendidikan khusus; 
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau 
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus. 

Pasal 26  

Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk: 

a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, 
atau penghargaan bagi Guru; dan 

b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ 
atau putri Guru, pelayanan  kesehatan, atau bentuk 
kesejahteraan lain.  

 

 

 

 

Pasal 27 . . . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 24 - 

Pasal 27  

(1)   Satuan pendidikan memberikan kemudahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b 
berupa kesempatan dan/atau keringanan biaya 
pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau 
anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan 
akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum 
menikah.  

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian 
kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.  

Pasal 28 

(1) Maslahat tambahan yang berbentuk dana bagi Guru, 
baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau 
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat  
dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan 
sosial  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pemerintah Daerah dapat membantu maslahat 
tambahan bagi Guru, baik yang diangkat oleh 
Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau 
satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.   

Pasal 29 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat 
memberikan maslahat tambahan dalam bentuk 
kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri 
atau peraturan kepala daerah. 

 

Bagian Keenam  
Penghargaan  

Pasal 30 

(1) Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan 
sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, 
dan/atau bertugas di Daerah Khusus.  

(2) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa:  

a. menghasilkan . . . 
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a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan 
kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau 
internasional;  

b. menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran 
yang diakui pada tingkat daerah, nasional, 
dan/atau internasional; dan/atau 

c. menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Guru 
dengan dedikasi yang baik sehingga melampaui 
target kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.  

(3)   Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa pelaksanaan tugas dengan 
komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran 
yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang 
ditetapkan dalam penugasan. 

Pasal 31 

(1)   Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam 
bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja 
luar biasa baiknya, kenaikan  jabatan, uang atau 
barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.  

(2)   Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diberikan pada tingkat satuan 
pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, 
kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau 
internasional. 

(3)   Penghargaan kepada Guru dapat diberikan dalam 
rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun 
kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, 
hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, 
dan/atau hari besar lain.  

(4)   Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala 
desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, 
Presiden, dan/atau lembaga internasional.  

(5)   Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

(6) Ketentuan . . . 
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(6)   Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian 
penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat (1) dapat 
diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar 
biasa baiknya dan dedikasi luar biasa. 

Pasal 33 

Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan 
tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya 
sebagai Guru.  

Pasal 34 

(1) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas 
pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan 
penghargaan sesuai dengan ketentuan  peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, 
Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan. 

(3) Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib 
menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya 
perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di 
Daerah Khusus. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 35  

Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah 
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Guru 
Nasional. 

 

 

Bagian Ketujuh . . . 
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Bagian Ketujuh 

Promosi  

Pasal 36 

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru 
berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas 
dan prestasi kerja. 

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan 
fungsional. 

Bagian Kedelapan 
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi  
oleh Guru kepada Peserta Didik 

Pasal  37 

(1)   Guru memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil 
belajar kepada peserta didiknya. 

(2)   Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan  standar penilaian 
pendidikan yang diatur dengan peraturan perundang-
undangan.  

(3)   Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari 
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 38 

(1)   Guru memiliki kebebasan memberikan penghargaan   
kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi 
akademik dan/atau prestasi non-akademik. 

(2)   Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam 
penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau 
kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan 
perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok 
mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta 
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 
kepribadian. 

(3)   Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik 
dalam kegiatan ekstra kurikuler. 

Pasal 39 . . . 
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Pasal  39 

(1)   Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada 
peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma 
kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis 
maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, 
peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan 
perundang-undangan dalam proses pembelajaran 
yang berada di bawah kewenangannya.  

(2)   Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan 
maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat 
mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik 
Guru, dan peraturan perundang-undangan.  

(3)   Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan 
yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian 
sanksinya berada di luar kewenangan Guru, 
dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan 
pendidikan.  

(4)   Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru 
kepada pemimpin satuan pendidikan untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
  Bagian Kesembilan 

  Perlindungan dalam Melaksanakan tugas 
   dan Hak atas Kekayaan Intelektual 

Pasal  40 

(1)   Guru berhak mendapat perlindungan dalam 
melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan 
jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, 
dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan 
masing-masing. 

(2)   Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:  

a. hukum;  

b. profesi; dan 

c. keselamatan dan kesehatan kerja.   

(3) Masyarakat . . . 
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(3)   Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam 
memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  

Pasal 41 

(1)   Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari 
tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, 
intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak 
peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, 
birokrasi, atau pihak lain. 

(2)   Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi 
terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, 
pembatasan dalam menyampaikan pandangan, 
pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau 
pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam 
melaksanakan tugas. 

(3)   Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan 
dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan 
penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko 
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, 
kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, 
kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain. 

Pasal 42 

Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak 
atas kekayaan intelektual sesuai dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

     Bagian Kesepuluh  

Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Pasal  43 

(1)   Guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana 
dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh 
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, 
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah. 

 

(2) Dalam . . . 
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(2)   Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana 
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh 
satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, 
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah. 

(3)   Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
meniadakan hak Guru untuk memperoleh akses 
memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran. 

 
      Bagian Kesebelas  

          Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru 

Pasal  44 

(1)   Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam 
Organisasi Profesi Guru.  

(2)   Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi  
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan tetap mengutamakan 
pelaksanaan tugas  proses pembelajaran yang menjadi 
tanggung jawabnya.  

 

       Bagian Keduabelas  
      Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan 

Pendidikan 

Pasal 45 

(1)   Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam 
penentuan kebijakan pendidikan di tingkat: 

a. satuan pendidikan; 

b. kabupaten atau kota;  

c. provinsi; dan  

d. nasional. 

(2)   Kesempatan untuk berperan dalam penentuan 
kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
dan silabusnya; 

b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan; 

c. penyusunan . . . 
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c. penyusunan rencana strategis; 

d. penyampaian pendapat menerima atau menolak 
laporan pertanggungjawaban anggaran dan 
pendapatan belanja sekolah; 

e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan; 

f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;  

g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari 
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan  

h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)   Kesempatan untuk berperan dalam penentuan 
kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan 
dalam: 

a. penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang pendidikan;  

b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; 
dan 

c. kebijakan operasional pendidikan daerah 
kabupaten atau kota. 

(4)   Kesempatan untuk berperan dalam penentuan 
kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saran atau 
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: 

a. penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang pendidikan;  

b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; 
dan 

c. kebijakan operasional pendidikan daerah propinsi. 

(5)  Kesempatan untuk berperan dalam penentuan 
kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saran atau 
pertimbangan tertulis ataupun lisan dalam: 

a. penyusunan peraturan perundang-undangan di 
bidang pendidikan;  

b. penyusunan . . . 
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b. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan; 
dan 

c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional. 

(6)   Saran atau pertimbangan tertulis ataupun lisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, 
atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

       Bagian Ketigabelas 

               Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,  

      Kompetensi, dan Keprofesian Guru 

Pasal 46 

Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, 
serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan 
profesi dalam bidangnya.  

Pasal 47 

(1)   Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi   
Akademik bagi Guru yang belum memenuhi 
kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam 
Pasal 5 ayat (2). 

(2)   Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV 
dapat melakukan pengembangan dan peningkatan 
Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

(3)   Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi 
Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik 
dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(4)   Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi 
Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik 
dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi 
keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya 
dan/atau olah raga. 

(5)   Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
menyediakan anggaran untuk pengembangan dan 
peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan   
ayat (4).  

Pasal 48 . . . 
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Pasal 48 

(1)   Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) 
dilakukan melalui sistem pembinaan dan 
pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang 
dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan 
fungsional. 

(2)   Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan 
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:  

a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan 
kompetensi dan/atau keprofesian Guru; 

b. pendidikan dan pelatihan; 
c. pemagangan; 

d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan 
inovatif; 

e. karya inovatif; 
f. presentasi pada forum ilmiah;  

g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan; 

h. publikasi buku pengayaan;  
i. publikasi buku pedoman Guru;  

j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan 
khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; 
dan/atau 

k. penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai 
Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah. 

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan 
dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  
diatur dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 49 

Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, 
kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam 
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 
dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan 
tugasnya.  

 

 

Bagian Keempatbelas . . . 
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     Bagian Keempatbelas  
Cuti  

Pasal 50 

(1)   Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemerintah   
Daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)   Guru yang diangkat satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh 
cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan 
Kerja Bersama. 

Pasal 51 

(1)   Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 
Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan 
untuk pengembangan keprofesian, paling lama 6 
(enam) bulan dengan tetap memperoleh hak gaji 
penuh.  

(2)   Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan kepada Guru yang telah memenuhi 
Kualifikasi Akademik dan telah memiliki  Sertifikat 
Pendidik. 

(3)   Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan secara periodik kepada Guru setiap  6 
(enam) tahun dihitung sejak yang bersangkutan 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4)   Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan oleh Guru untuk: 

a. penelitian; 
b. penulisan buku; 
c. praktik kerja di dunia industri atau usaha yang 

relevan dengan tugasnya; 

d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;  
e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau 

f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif 
sendiri. 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk 
pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

BAB IV  . . . 
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BAB IV 

BEBAN KERJA 

Pasal 52 

(1)  Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: 

a. merencanakan pembelajaran; 

b. melaksanakan pembelajaran;  

c. menilai hasil pembelajaran; 

d. membimbing dan melatih peserta didik; dan 

e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 
kerja Guru.    

(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam 
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau 
lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian 
dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

(3)   Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh 
empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat 
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap 
muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan 
tempat tugasnya sebagai Guru Tetap. 

Pasal 53 

Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk 
memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:  

a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;  
b. berkeahlian khusus; dan/atau 
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan 

nasional.  

Pasal 54 

(1)   Beban kerja kepala satuan pendidikan yang 
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat 
tambahan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap 
muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 40 
(empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan 
pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan 
konseling atau konselor.  

(2) Beban . . . 
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(2)   Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang 
memperoleh tunjangan profesi dan maslahat 
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam 
tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 
80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala 
satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor.  

(3)   Beban kerja ketua program keahlian satuan 
pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan 
maslahat tambahan adalah paling sedikit 12 (dua 
belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

(4)   Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan 
yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat 
tambahan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam 
tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

(5)   Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit 
produksi satuan pendidikan yang memperoleh 
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah 
paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 
(satu) minggu. 

(6)   Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau 
konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan 
maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan 
konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) 
peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan 
pendidikan.  

(7)   Beban kerja pembimbing khusus pada satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh 
tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah 
paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) 
minggu.  

(8)   Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas 
mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata 
pelajaran dalam melakukan tugas pembimbingan dan 
pelatihan profesional Guru dan pengawasan yang 
ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) 
jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu. 

 

 

(9) Ketentuan . . . 
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(9)   Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja pengawas 
yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
ditetapkan oleh Menteri.                                                                                                                                                                                                                                          

    BAB V 

    WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS 

   Pasal  55 

(1)   Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat 
memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru 
dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang 
memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi 
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah 
Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  

(2)   Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang: 

a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan 

b. mengikuti pelatihan di bidang keguruan yang 
diselenggarakan Pemerintah atau  Pemerintah 
Daerah. 

(3)   Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelaksanaan tugas sebagai Guru dengan 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.  

(4)   Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka 
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan 
usulan atau pertimbangan Pemerintah Daerah. 

(5)   Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani 
wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan 
profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan 
fungsional, dan tunjangan khusus selama 
menjalankan tugas sebagai Guru. 

Pasal 56 

(1)   Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Guru untuk 
memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan 
nasional atau kepentingan pembangunan daerah. 

(2) Pola . . . 
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(2)   Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi pola ikatan dinas 
Pemerintah atau pola ikatan dinas Pemerintah 
Daerah. 

(3)   Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
untuk: 

a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;  

b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang 
mampu mengampu pembelajaran pada satuan 
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan 
lokal; 

c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang 
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan 
pendidikan dan/atau pengawas satuan 
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas 
kelompok mata pelajaran; atau 

d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara 
nasional. 

(4)   Pola ikatan dinas Pemerintah Daerah bagi calon Guru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
untuk: 

a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah 
Daerah; 

b. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang 
mampu mengampu pembelajaran pada satuan 
pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf 
internasional dan/atau berbasis keunggulan 
lokal; 

c. memenuhi kebutuhan daerah akan Guru yang 
potensial untuk dikader menjadi kepala satuan 
pendidikan dan/atau pengawas satuan 
pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas 
kelompok mata pelajaran; atau 

d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di daerah 
yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 57 . . . 
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Pasal 57 

(1)   Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan 
dinas harus menandatangani pernyataan tertulis 
bermaterai tentang kesediaannya untuk diangkat 
menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2)   Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang 
telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi 
pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, dan 
menempatkannya sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)   Masa tugas Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
      BAB VI 

            PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN 
  

      Bagian Kesatu 
             Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan 

 Pasal 58 

(1)   Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat 
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)   Departemen melakukan koordinasi perencanaan 
kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka 
pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3)    Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar 
satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah 
Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau 
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan 
Guru di Daerah Khusus. 

 

 

Pasal 59 . . . 
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Pasal 59 

(1)   Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah wajib menandatangani pernyataan 
kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus 
paling singkat selama 2 (dua) tahun.  

(2)   Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berhak pindah tugas setelah tersedia 
Guru pengganti. 

(3)   Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru 
pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan yang 
bersangkutan.  

Pasal 60  

(1)   Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas 
rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2)   Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan selama Guru yang bersangkutan bertugas 
di Daerah Khusus.  

(3)   Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(4) Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila Guru 
yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen. 

 

 

 

 

 Bagian Kedua . . . 
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    Bagian Kedua 

               Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural 

   Pasal 61 

(1)   Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2)   Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Guru 
yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling 
singkat selama 8 (delapan) tahun.  

(3)   Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan 
haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, 
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan 
maslahat tambahan. 

(4)   Guru yang ditempatkan pada jabatan struktural 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan 
hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5)   Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan 
fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan 
tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan 
sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada 
jabatan struktural 

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru 
pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada 
jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 

 

 

 

 
Bagian Ketiga . . . 
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 Bagian Ketiga 
 Pemindahan 

 Pasal 62 

(1)   Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, 
antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, 
maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(2)   Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat 
nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3)   Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara 
pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan 
Masyarakat baik atas permintaan sendiri maupun 
kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan 
berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja 
Bersama. 

(4)   Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan 
bertugas pada satuan pendidikan paling singkat 
selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas 
di Daerah Khusus. 

BAB VII 

SANKSI 

Pasal 63 

(1)   Guru yang tidak dapat memenuhi Kualifikasi 
Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk  
memenuhinya, kehilangan hak untuk mendapat 
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan 
fungsional, dan maslahat tambahan. 

(2) Guru . . . 
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(2)   Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban 
melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) 
jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian 
dari Menteri dihilangkan haknya untuk mendapat 
tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi 
tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. 

(3)   Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru 
yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi 
untuk melaksanakan tugas sebagai Guru yang 
menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana 
diatur dalam Pasal 55 dapat dikenai sanksi oleh 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berupa:  

a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama  
1 (satu) tahun bagi Guru;  

b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi 
tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi 
Guru; atau 

c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 
(empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain 
Guru.  

(4)   Guru yang telah melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi 
mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai sanksi 
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya berupa:  

a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan 
selama 4 (empat) tahun; 

b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 
4 (empat) tahun; 

c. penghentian pemberian tunjangan fungsional 
atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 
(empat) tahun; atau 

d. penghentian pemberian maslahat tambahan 
selama 4 (empat) tahun.  

 

 

 

(5) Guru . . . 
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(5)   Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai 
dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara 
melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan 
wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, 
tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan 
fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang 
pernah diterima.  

Pasal 64 

Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai 
penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan 
evaluasi yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi 
lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat 
dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan 
pendidikan profesi oleh Menteri. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 65 

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen: 

a. Guru Dalam Jabatan yang belum memiliki Sertifikat 
Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi 
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan; 

b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara 
langsung apabila: 

1) sudah memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) 
atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi 
dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang 
relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata 
pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru 
bimbingan dan konseling atau konselor, dengan 
golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang 
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan 
golongan IV/b; atau 

2) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya 
IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif 
setara dengan golongan IV/c. 

c. Guru . . . 
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c. Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi 
Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata 
pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan 
pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam 
pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata 
pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan 
pendidikan yang diampunya;  

d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada 
satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan 
rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan 
profesi.     

Pasal 66 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya 
Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang 
belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, 
dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh 
Sertifikat Pendidik apabila sudah: 

a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai 
pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; 
atau  

b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka 
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.  

Pasal 67 

Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat 
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi 
kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk 
memperoleh  Sertifikat Pendidik. 
 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 68 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2008                    

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

          ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2008  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

ANDI MATTALATTA 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 194  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT NEGARA RI 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 

 

 

Wisnu Setiawan 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  74  TAHUN  2008 

TENTANG 

GURU 

I.   UMUM 

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa 

depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat 

dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut 

dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh 

pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional 

mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru 

sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya 

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip 

profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga 

negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan 

memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan 

tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. 

Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan tersebut, guru perlu 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan  sertifikat pendidik 

yang sesuai dengan standar pendidik. Guru yang profesional akan 

menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam 

rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak . . . 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh 

penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain 

itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan 

peran strategis  yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, 

pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, 

perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru 

meliputi:  

1. penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh 

sertifikat pendidik; 

2. pemenuhan hak dan kewajiban  guru  sebagai tenaga profesional 

sesuai dengan prinsip profesionalitas; 

3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, 

penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan 

kebutuhan, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, 

maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, 

transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan 

pendidikan; 

4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan 

pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas 

dan pengabdian profesional; 

5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan 

terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional; 

6. pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru 

yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

7. penguatan . . . 
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7. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran 

pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai 

pendidik profesional; dan  

8. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan 

kewajiban guru. 

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional merupakan 

bagian dari keseluruhan upaya pembaharuan dalam Sistem 

Pendidikan Nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai 

peraturan perundang-undangan, antara lain, tentang kepegawaian, 

ketenagakerjaan, keuangan, dan Pemerintahan Daerah. 

Sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dapat diperoleh melalui 

pendidikan profesi atau uji kompetensi. Hal ini dilandasi oleh 

pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi 

secara reflektif.  

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia tentang Guru.  

II.   PASAL DEMI PASAL 

      Pasal 1 

   Cukup jelas. 

 Pasal 2 

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah 

kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru 

dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik 

dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.  

  Pasal 3 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang 

terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru.  

Pengembangan kompetensi guru yang bersifat holistik pada 

perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka 

dasar dan struktur kurikulum pendidikan guru berbasis 

kompetensi.  

Ayat (4)  

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain 

yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal 

peserta didik secara mendalam dan menguasai profil 

perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, 

menyelenggarakan kegiatan yang memicu 

pertumbuhkembangan peserta didik sebagai pribadi yang 

utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu 

pertumbuhkembangan peserta didik, implementasi kegiatan 

yang memicu pertumbuhkembangan peserta didik, dan 

perbaikan secara berkelanjutan. 

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, 

MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi 

kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik 

secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang 

mendidik yang meliputi kemampuan merancang 

pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai 

proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan 

secara berkelanjutan. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (6) . . . 
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Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam termasuk penguasaan 

kemampuan akademik lainnya sebagai pendukung 

profesionalisme guru, antara lain memiliki kemampuan 

dalam menguasai dan mengemas materi pelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan kemampuan peserta didik 

pada jenjang dan jenis pendidikannya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Huruf a 

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan TK 

dan RA antara lain, Pratama Widya Pasraman, dan bentuk 

lain yang diselenggarakan oleh agama lainnya. 

Huruf b 

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SD 

dan MI antara lain, pendidikan diniyah dasar, Adi 

Vidyalaya (AV), dan Culla Sekha. 

Huruf c 

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan SMP 

dan MTs antara lain pendidikan diniyah menengah 

pertama, Madyama Vidyalaya (MV), dan Majjhima Sekha. 

Bentuk lain pendidikan formal yang sederajat dengan   

SMA dan MA antara lain pendidikan diniyah menengah 

atas, Utama Vidyalaya (UV), dan Maha Sekha. 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

TKLB adalah Taman Kanak-kanak Luar biasa, SDLB 

adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB adalah Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa, dan SMALB adalah 

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. 

Ayat (9)  

Badan Standar Nasional Pendidikan adalah badan yang 

bersifat mandiri dan profesional yang bertugas membantu 

Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan 

mengendalikan Standar Nasional Pendidikan.  

Pasal 4 

Ayat (1)  

Penetapan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi 

guru untuk guru di bawah binaan departemen yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan 

oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. 

Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip 

keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, 

baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh 

penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

didirikan masyarakat. 

Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan 

manajerial  satuan pendidikan dan/atau program studi. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Program pendidikan tenaga kependidikan adalah program 

pendidikan tinggi yang berfungsi menyelenggarakan 

pengadaan guru untuk pendidikan anak usia dini jalur 

formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, 

serta mengembangkan ilmu kependidikan, termasuk program 

pendidikan pada fakultas tarbiyah dan pada fakultas lain 

yang sejenis. 

Program pendidikan nonkependidikan adalah program 

pendidikan tinggi yang berfungsi untuk menyelenggarakan 

program pendidikan dalam bidang ilmu murni, teknologi, 

dan/atau seni. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Hasil belajar mandiri dituangkan dalam format penilaian 

portofolio sebagai dasar uji kemampuan dalam menentukan 

beban satuan kredit semester yang harus dipenuhi. 

Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: identitas 

pribadi, institusi tempat bekerja, masa kerja, pengalaman,  

kinerja, dan lampiran data pendukung. 

Ayat (5) 

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru 

yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan 

kemampuannya sebagai guru sesuai dengan tuntutan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau 

perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat. 

 

 

Pelatihan . . . 
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Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan 

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga 

penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru, 

musyawarah guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain 

yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi. 

Penghitungan satuan kredit semester paling tinggi 65% (enam 

puluh lima persen). Penentuan kekurangan jumlah satuan 

kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada 

perguruan tinggi masing-masing. 

Sebagai contoh, guru dalam jabatan yang berijazah D-III 

meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang 

bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 (empat 

puluh) satuan kredit semester. Beban belajar yang dapat 

dibebaskan dihitung sebagai berikut: 65% x 40 satuan kredit 

semester = 26 satuan kredit semester. Yang bersangkutan 

masih harus menempuh 14 satuan kredit semester (40 satuan 

kredit semester – 26 satuan kredit semester).  

Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil 

belajar dilaksanakan di pusat pengembangan dan 

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga 

penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan 

lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester 

didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan 

institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian 

oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi 

mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas 

lembaga penyelenggaranya. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8) . . . 
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Ayat (8)  

Cukup jelas. 

  Pasal 6 

   Cukup jelas. 

  Pasal 7 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Bagi seseorang yang akan menjadi guru, baik yang berlatar 

belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV 

nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV atau Akta 

Mengajar yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini, dan yang telah memiliki ijazah program 

pascasarjana (S2/S3) yang sesuai dengan bidang studi atau 

mata pelajaran, satuan kredit semesternya dapat diakui 

sebagai faktor pengurang beban satuan kredit semester dalam 

pendidikan profesi dari beban total satuan kredit semester 

pendidikan profesi yang harus ditempuh.  

Bagi guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1 

atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV 

nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta 

Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat 

profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang beban 

satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total 

satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 . . . 
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  Pasal 8 

Objektif merupakan proses sertifikasi yang tidak diskriminatif dan 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

Transparan merupakan proses sertifikasi yang memberikan 

peluang kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain 

untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan 

pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik.  

Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang 

dipertanggungjawabkan kepada orangtua, Masyarakat, birokrasi 

atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.  

  Pasal 9 

Ayat (1)   

Penetapan jumlah peserta didik program pendidikan profesi 

setiap tahun bagi guru di bawah binaan departemen yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang agama dilakukan 

oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri 

yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.   

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 10 . . . 
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  Pasal 10 

Ayat (1)  

Sertifikat Pendidik dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “lulus uji kelayakan” adalah apabila 

seseorang dinyatakan lulus oleh suatu tim ahli pada bidang 

keahlian tertentu dalam sebuah penilaian berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Nomor registrasi guru merupakan nomor resmi pendidik yang 

dikeluarkan oleh Departemen sebagai nomor identitas 

pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang 

studi atau keahlian yang berbeda antara pemegang satu 

dengan lainnya. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

  Pasal 11 

Cukup jelas. 

  Pasal 12 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat 2 . . . 
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Ayat (2)  

Penetapan jumlah peserta uji kompetensi dilakukan dengan 

prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran antara guru yang 

diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta guru 

yang diangkat oleh penyelenggara pendidkan atau satuan 

pendidikan yang didirikan masyarakat. 

Penetapan peserta uji kompetensi setiap tahun bagi guru di 

bawah binaan departemen yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang agama dilakukan oleh Menteri 

dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang agama.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

  Pasal 13 

Cukup jelas. 

  Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis 

digunakan dalam SMK/MAK. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memberikan 

kesempatan bagi peserta didik berkelainan untuk belajar 

bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan 

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan 

keagamaan dengan menyediakan sarana, pendidik 

maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum 

yang disesuaikan dengan kebutuhannya. 

 

 

Ayat (4) . . . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 14 - 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah sistem 

pemberian nomor sedemikian rupa kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan sehingga menjamin setiap nomor 

registrasi guru tidak sama dengan nomor guru lain, serta 

menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih 

dari satu. 

  Pasal 16 

Cukup jelas. 

  Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang diangkat oleh 

satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

Subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang 

diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 . . . 
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Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Dalam menjamin pendanaan maslahat tambahan yang 

menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah dapat membantu atau menjatuhkan 

sanksi administratif kepada penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan yang bersangkutan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar guru tidak menerima 

maslahat tambahan secara berlebihan melalui lebih dari satu 

satuan pendidikan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) . . . 
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Ayat (7) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Ketua program keahlian atau istilah yang sejenis 

digunakan dalam SMK/MAK. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Cukup jelas. 

Pasal 25 . . . 
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  Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tunjangan pendidikan” adalah 

subsidi biaya yang diberikan kepada guru untuk 

meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi akademik. 

Yang dimaksud dengan “asuransi pendidikan” adalah subsidi 

biaya yang diberikan kepada guru untuk tambahan biaya 

asuransi pendidikan yang diambil untuk pendidikan anak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah seluruh biaya yang 

diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi 

dan/atau kualifikasi akademik. 

Huruf b  

Untuk menunjukkan bahwa seorang calon siswa adalah putra 

atau putri kandung guru, pada saat pendaftaran yang 

bersangkutan menyertakan:  

a. surat keterangan dari kepala sekolah di tempat guru 

bekerja; 

b. akte kelahiran anak; dan  

c. kartu keluarga. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 . . . 
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Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang 

sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan 

kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan 

secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 40 . . . 
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Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

 
Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan 

dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang 

diselenggarakan antara lain melalui  Kelompok Kerja Guru, 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran,  Kelompok Kerja Pengawas 

Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. 

Ayat (5) 

Cukup jelas.  

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49. 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “gaji penuh” meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain 

berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat 

tambahan dan/atau tunjangan khusus. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya 

menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya 

ilmiah remaja, dan guru piket.  

Ayat (2)  

Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja 

guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran.  

Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling 

sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling 

banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja 

sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5  

(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu. 

 

Guru . . . 
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Guru Tetap yang tidak dapat memenuhi beban kerja paling 

sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling 

banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu pada satuan pendidikan di mana dia diangkat sebagai 

Guru Tetap, dapat memenuhi beban kerjanya dengan 

mengajar di sekolah atau madrasah sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

 

 

 Ayat (6) . . . 
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Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan “mengampu layanan bimbingan dan 

konseling” adalah pemberian perhatian, pengarahan, 

pengendalian, dan pengawasan kepada sekurang-kurangnya 

150 (seratus lima puluh) peserta didik, yang dapat 

dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka terjadwal 

di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang 

dianggap perlu dan yang memerlukan. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan ”keadaan darurat” adalah situasi luar 

biasa yang terjadi di Daerah Khusus yang disebabkan oleh 

bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang 

mengakibatkan kelangkaan guru sehingga proses 

pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai 

Standar Nasional Pendidikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 . . . 
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Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 
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